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MAHKAMAH KONSTITUSI

REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR PUTUSAN

NOMOR 189/PHPU.BUP-XXIII/2025
TENTANG

 Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum 
Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024
	Pemohon
	:
	Ir. H. Ady Ansar, S. Hut., M.M.Pub., IPM dan H.M. Suwadi, S.E. 
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor Urut 2)

	Termohon
	:
	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar 

	Jenis Perkara
	:
	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.

	Amar Putusan
	:
	Dalam Eksepsi: 

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; 

2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya. 

Dalam Pokok Permohonan: 

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

	Tanggal Putusan
	:
	 Rabu, 5 Februari 2025



	Ikhtisar Putusan
	:
	



Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemohon keberatan dengan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon. Sebab menurut Pemohon sejak awal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tidak memenuhi syarat pencalonan dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional oleh penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 20204. Dalam hal ini, menurut Pemohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak adalah sebesar 20.542 suara, terjadi sebagai akibat dari pelanggaran terhadap syarat calon dan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu). Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakakan tidak sah dan batal Penetapan Pasangan Calon H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 518 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, memerintahkan kepada Termohon KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menetapkan kembali Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepuauan Selayar TANPA Pasangan Calon H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M Pasangan Calon Nomor Urut 1, membatalkan Keputusan Termohon (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 837 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024) dan memerintahkan kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar) untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) secara menyeluruh TANPA MELIBATKAN Pasangan Calon Nomor Urut 1 (H. Muhammad Natsir Ali dan Drs H. Muhtar, M.M). 

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan yang diajukan oleh Pemohon bukan merupakan sengketa hasil Perselisihan Penetapan Perolehan Hasil Pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, melainkan sengketa yang berkenaan dengan proses pencalonan sebagai Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 837 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar 837/2024), bertanggal 5 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar 837/2024 pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.


Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, telah ternyata permohonan Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Muhammad Natsir Ali dan Drs. H. Muhtar, M.M., tidak seharusnya diperoleh, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya Pemohon keberatan dengan hasil perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Termohon. Sebab menurut Pemohon, sejak awal Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tidak memenuhi syarat pencalonan dan proses pencalonannya dilakukan secara inkonstitusional oleh penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2024. Dalam hal ini, menurut Pemohon selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah sebesar 20.542 suara, terjadi sebagai akibat dari pelanggaran terhadap syarat calon dan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh Pihak Terkait Nomor Urut 1 (satu). Selanjutnya, menurut Pemohon oleh karena Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) tidak memenuhi syarat pencalonan dan merupakan pelanggaran yang bersifat prinsip, maka dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil pemilihan karena terdapat peserta yang tidak memenuhi syarat calon sejak awal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) huruf d PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. 
  
Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016  dalam perkara a quo, sebelum mempertimbangkan alasan-alasan untuk menunda keberlakukan Pasal 158 UU 10/2016, dan karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil dalam pokok permohonan akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga terhadap permohonan Pemohon terdapat eksepsi bahwa pokok permohonan kabur, maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya berkenaan dengan penyusunan dan uraian dalam permohonan Pemohon yang masih menggunakan gelar, Pemohon salah dalam mencantumkan nomor surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan objek sengketa. Nomor Keputusan KPU dimaksud adalah 837 dan bukan 873 sebagaimana tertera dalam Perihal Permohonan, Posita, Petitum dan pada bagian awal Permohonan. Selanjutnya, Pemohon mengajukan eksepsi dikarenakan pada angka 10 huruf a dalam posita Permohonan menyebutkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, dan Peneribitan Surat Keterangan Pengganti/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan peraturan baru Nomor 14 Tahun 2017 yang juga telah dicabut dan dinyatakn tidak berlaku lagi. Lebih lanjut, eksepsi Termohon berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara sebesar 20.542 suara antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak merupakan akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) berkenaan dengan persyaratan pencalonan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Terhadap eksepsi Termohon mengenai penyusunan dan uraian dalam permohonan Pemohon yang masih menggunakan gelar, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan himbauan karena berkaitan dengan hal teknis berupa upaya meminimalisir kesalahan dalam penulisan gelar dan efisiensi waktu dalam penginputan data pada sistem yang digunakan dalam aplikasi pengajuan permohonan, di mana hal tersebut dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan bagi para pihak. Oleh karena itu, eksepsi tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, berkenaan dengan eksepsi Termohon lainnya, oleh karena materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi pokok permohonan yang harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon a quo, eksepsi Termohon a quo adalah tidak beralasan menurut hukum. 

Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/3024, menyatakan bahwa, “Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih”. Setelah mencermati permohonan a quo, telah ternyata bahwa Pemohon telah keliru atau salah dalam menuliskan Nomor Keputusan KPU dimaksud, yaitu pada bagian perihal (halaman 1), bagian posita (halaman 2 dan halaman 9 permohonan), dan bagian petitum angka 4. Selanjutnya, berkenaan dengan kekeliruan atau kesalahan dalam dalam penulisan tersebut, telah dikonfirmasi oleh Mahkamah dalam persidangan tanggal 10 Januari 2025, dan terhadap hal tersebut Pemohon mengajukan renvoi. Terkait dengan renvoi tersebut, menurut Mahkamah renvoi yang dilakukan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana termuat dalam Pasal 16 ayat (1) PMK a quo, terlebih lagi renvoi tersebut bukan sekadar kesalahan ketik (typo) atau kesalahan yang sifatnya minor, tetapi juga terkait dengan substansi permohonan. Apalagi pada dasarnya Pemohon telah diberikan kesempatan untuk memperbaiki datau melengkapi permohonan. Namun, Pemohon telah ternyata tidak melengkapi permohonannya, hingga batas waktu pengajuan perbaikan permohonan.

Terhadap kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan Nomor Keputusan KPU a quo, telah ternyata Pemohon menuliskan Nomor Keputusan KPU a quo dengan benar, yakni pada halaman 10 dan 11 permohonan Pemohon. Sehingga menurut Mahkamah Pemohon tidak konsisten dalam penulisan Nomor Keputusan KPU dimaksud. Hal ini lah yang menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur dan karenanya Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan, sebab tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024. Dengan demikian eksepsi Termohon yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur) adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya Mahkamah berpendapat bahwa karena Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, maka eksepsi lain dari Termohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.


Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.
Dalam Eksepsi: 

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur; 

2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya. 

Dalam Pokok Permohonan: 


Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
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